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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

P

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Hencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2022 pada tahun berjalan untuk menjaga
konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya
perlu dilakukan penvesuaian;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian pada pelaksanaan
rencana kerja Pemerintah Daerah yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ckonomi daerah, kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegilatan prioritas daerah, maka

perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

€. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Pasal 355 ayat (1), Perubahan RKPD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huraf ¢ perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bal ngan
Tahun 2022: P i

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu ey
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Salatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nﬂmﬂr 22. Tﬂmbﬂhﬂ.n Lﬂmbﬂmﬂ ngﬂra prub-lﬂc
Indonesia Nomor 4265);
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJF)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terskhir kali dengan
Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Tambagan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Ewaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomeor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembanpgunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Menetapkan :

EﬂrE} Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Momor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);

13, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Busunan Perangkat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daersh Nomor
123);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-
2026 [Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

1o Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Eabupaten Balangan Tahun Anggaran 20223;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 20232,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 (Beritg
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 34) di ubah sebagai berikouat;

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) angka yaitu angka 9A, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Dacrah adalah Kabupaten Balangan.
92 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
otonom,

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupat
Balangan,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembanpan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Balangan.

6. Batuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat dengan
SKPD adalah perangkat dacrah pada pemerintah daerah Kabupaten
Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yvang selanjutnya disingkat REPD
adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disinghkat
APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Balangan.

9A. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan
daerah Kabupaten Balangan,

10. Kebijakan Umum APBD vang selanjutnya disebut EKUA adalah
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.

11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.

12.Rencana Kerja dan Anggran SKPD vyang selanjutnya disingkat
REKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
SKFD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan [program vang akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terulur,

14.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD.

15.Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dar pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil [sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
terscbut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
{output) dalam bentuk barang/jasa.

16.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan,
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|7 Keluaran (output] adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegintan, vang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.

18 Hasil (outcome) adalah segala sesuatu  Yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu prograrm.

19, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Dacrah yang
diakui sebagi pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1{satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

{1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan landasan dan
pedoman operasional bagi SKPD dalam menetapkan P-RKPD.

2] Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berilout :
BAB I 1 Pendahuluan
BAB I  : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022
BAB Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

(3] Dokumen P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan l{satu] Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) P-RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan belum tercantum
dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022, menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun
2022.

(2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman
dan rujukan dalam RKA SKPD yang dijadikan landasan dalam
penyusunan DPA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2022
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Pasal Il
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

<. BUPATL BALANGAN )

]

!l H. ABDUL HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 67
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Pasal Il
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar a_e_u'qp orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Juli 2022

BUP. LANGAN

M

H. ABDUL HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR &7



Prakiraan Maju Rencana Tahun

Realisasi | Praki Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
. Target ea|§35| ra |r§an P ) 9 2023 Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Akhir Capaian | - Capaian ikati jori Kelompok Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub grar 9 ) RKPD Target Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas P
N Kegiatan Periode . Sasaran I Penanggung
Kegiatan RPIMD Tahun RKPD RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif Jawab
2020 Tahun 2021 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
Perubahan
PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi ketentraman dan
4 KETENTRAMAN DAN Ketertiban umum kecamatan Awayan 100 % 100 % 100 % 100 % 17,090,000 17,090,000 12,590,000 100 % 13,849,000
KETERTIBAN UMUM 4
Koordinasi Upaya
penyelen afaayn Persentase penerapan dan penegakan
412.01 Y 99 peraturan daerah dan peraturan kepala % % 100 % 100 % 17,090,000 17,090,000 12,590,000 100 % 13,849,000
Ketenteraman dan daerah
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Memperkuat 6. Mewujudkan
g 9 pols Kab. Balangan, Stabilitas kehidupan sosial,
Negara Republik Indonesia, Jumlah pelaksanaan forum komunikasi Awayan, Dana Transfer Polhukhankam budaya, dan agama KECAMATAN
4 12.01| 1 [Tentara Nasional Indonesia I p oo 2 Kegiatan 2 Kegiatan 17,090,000 17,090,000 12,590,000 van, Umum - Dana va, . g Masyarakat | 2 Kegiatan 13,849,000
N . " pimpinan di wilayah kecamatan Semua A " Dan serta pemerintahan AWAYAN
dan Instansi Vertikal di Bagi Hasil . .
Wilayah Kecamatan Kelurahan Transformasi yang harmonis dan
4 Pelayanan Publik| kondusif
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase penyelenggaraan urusan N o N o o
5 URUSAN PEMERINTAHAN |pemerintahan umum kecamatan Awayan 100 % 100 % 100 % 100 % 139,800,000 139,800,000 139,950,000 100 % 149,105,000
umMum
Penyelenggaraan Urusan |Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua
5|201| [Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan Yang Bukan % % 100 % 100 % 139,800,000 139,800,000 139,950,000 100 % 149,105,000
sesuai Penugasan Kepala [Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak
Daerah Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
Pelaksanaan semua Urusan Memperkuat 5. Meningkatkan
Pemerintahan yang bukan  |Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Kab. Balangan, Stabilitas kualitas dan layanan ASN dan
merupakan Kewenangan Urusan Pemerintahan Yang Bukan Awayan Dana Transfer Polhukhankam | birokrasi pemerintahan | Masyarakat KECAMATAN
5201 7 P ) 9 9 ) 100% | 2Kegiatan 139,800,000 139,800,000 139,950,000 Yan | Umum - Dana pemennt va 2 Kegiatan 149,105,000
Daerah dan tidak Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Semua Bagi Hasil Dan sebagai abdi di AWAYAN
dilaksanakan oleh Instansi  [Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Kelurahan 9 Transformasi masyarakat dan abdi | Kecamatan
Vertikal Pelayanan Publik negara
PROGRAM PEMBINAAN Pesentase desa dengan administasi
6 DAN PENGAWASAN pencatatan pengelolaan keuangan desa 100 % 100 % 100 % 100 % 81,210,000 81,210,000 81,690,000 100 % 84,425,000
PEMERINTAHAN DESA baik kecamatan Awayan
Fasilitasi, Rekomendasi - .
danlKoardinasilRembinaan Persentase desa dengan administarsi
6 ]2.01 pencatatan pengelolaan keuangan desa % % 100 % 100 % 81,210,000 81,210,000 81,690,000 100 % 84,425,000
dan Pengawasan "
- sesuai aturan
Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan
I Kab. Balangan, kualitas dan layanan
Fasilitasi Pengelolaan " . " Dana Transfer . . ? Aparatur
6 |2.01| 3 |Keuangan Desa dan SumishIResayangidimontordantd) 23Desa | 23Desa 62,700,000 62,700,000 63,180,000 AV | Grmum - pana birokrasi pemerintahan { oo o inianal - 23 Desa 61,644,000] KECAMATAN
Evaluasi Pengelolaan Keuangannya Semua . " sebagai abdi AWAYAN
Pendayagunaan Aset Desa Bagi Hasil " n Desa
Kelurahan masyarakat dan abdi
negara
Easiltasi|Reryusunan Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat Kal;ﬁ:':?\gan, DanayTransfes ‘Aparatun KECAMATAN
6 [2.01| 13 |Perencanaan Pembangunan P 9 ting 1 Kegiatan 1 Kegiatan 18,510,000 18,510,000 18,510,000 van, Umum - Dana Pemerintaha| 1 Kegiatan 22,781,000
e kecamatan dalam satu tahun Semua . " AWAYAN
Partisipatif Bagi Hasil n Desa
Kelurahan
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN 3,598,452,900 3,738,941,643| 4,303,378,603| 4,105,290,000
PROGRAM PENUNJANG
1 gigs:ﬁ PEMERINTAHAN Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 2,938,012,900 3,048,504,843 3,577,495,803] 3,251,520,000
KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Nilai Nilai 65,20 Nilai | 65,20 Nilai 65,20 Nilai
Perencanaan,
Penganggaran. dan Persentase dokumen perencanaan,
1201 E Ig gg};( N P Kat penganggaran, dan evaluasi perangkat % % 100 % 100 % 45,216,000 45,216,000 45,216,000 100 % 11,775,000
valuasi Kinerja Perangkat| 4o oran yang disampaikan tepat waktu
Daerah
Memperkuat 5. Meningkatkan
Penyusunan Dokumen Persentase dokumen perencanaan Kab. Balangan,| 0ana Transfer Poifgg::am b:;gzlrl;a; d:r:mlear‘mg:;n PNS Kantor KECAMATAN
1]2.01 1 |Perencanaan Perangkat perangkat daerah yang disampaikandengan 100 % 100 % 4,006,000 4,006,000 4,006,000 N gan, Umum - Dana P . " Kecamatan 100 % 4,200,000
. Halong, Halong h " Dan sebagai abdi HALONG
Daerah baik Bagi Hasil . " Halong
Transformasi masyarakat dan abdi
Pelayanan Publik| negara
Memperkuat 5. Meningkatkan
Dana Transfer Stabilitas kualitas dan layanan PNS Kantor
1l201] 2 Koordinasi dan Penyusunan P_ersema_.se dokumen Rl_<A dan DPA yang 100 % 100 % 2,335,000 2,335,000 2,335,000 Kab. Balangan, Umum - Dana Polhukhankam | birokrasi per{lennFahan Kecamatan 100 % 2,450,000 KECAMATAN
Dokumen RKA-SKPD disampaikan dengan baik Halong, Halong| A " Dan sebagai abdi HALONG
Bagi Hasil . " Halong
Transformasi masyarakat dan abdi
Pelayanan Publik| negara

Lampiran Perubahan RKPD Kab. Balangan Tahun 2022
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